
 BUPATI  BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/72/ORG TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa  sesuai  ketentuan  Pasal  6  ayat  (7)  Peraturan
Bupati Nomor  3  Tahun  2021  tentang  Tambahan
Penghasilan  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  di
Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Bungo, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Basic
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  1956  tentang
Pembentukan  Daerah  Otonom  Kabupaten  Dalam
Lingkungan  Daerah  Propinsi  Sumatera  Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor  25)  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1965  tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko
dan Daerah Tingkat II  Tanjung Jabung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 2755);

2.

3.

Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2003 Nomor  47,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  5,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  47,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2014 Nomor  292,
Tambahan   Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5601);
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6. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2014 Nomor  244, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah   beberapa kali diubah terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015
tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang
Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2015 Nomor  58,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2022 Nomor  4,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2023  tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2023  Nomor  141,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

9. Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun  2010
tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan  Pemanfaatan
Insetif  Pemungutan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2010  Nomor  119,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10.

11.

Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun 2016
tentang  Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  114,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor  5887),  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  72 Tahun 2019
tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah
Nomor  18  Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187,  Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan  Pemerintah  Nomor  11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negari Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor  6037),  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2020
tentang  Perubahan  Atas   Peraturan  Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negari Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2020  Nomor  68,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477;

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12 Tahun 2017
tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan
Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6041);
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13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2018
tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2010 Nomor 6178);

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6322);

15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  30 Tahun 2019
tentang  Penilaian  Kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor  67,  Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6340);

16. Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021
tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6718);

17. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 12 Tahun
2008  tentang  Pedoman  Analisis  Beban  Kerja  Di
Lingkungan  Departemen  Dalam  negeri  dan
Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  34  Tahun  2011
tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

20. Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 63 Tahun
2020  tentang  Pedoman  Pemberian  Insentif
dan/atau Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai
yang  melaksanakan  Pengelolaan  Barang  Milik
Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2020 Nomor 870);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan
Keuangan  Daerah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  45  Tahun  2022
tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan  Instansi  Pemerintah  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);

23. Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2016  tentang
Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016
Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali  diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2022 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);

24. Peraturan  Bupati Nomor  3  Tahun  2021  tentang
Tambahan  Penghasilan  Pegawai  Aparatur  Sipil
Negara  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten
Bungo  (Berita  Daerah  Kabupaten  Bungo  Tahun
2021 Nomor 3);
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Memperhatikan : 1. Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  900.1.3.2-
1287  Tahun  2024  tentang  Tata  Cara  Persetujuan
Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan
Penghasilan  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  di
Pemerintah Daerah;

2. Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara
dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  282  Tahun  2025
tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil  Negara Di
Lingkungan Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN  BUPATI  TENTANG  PENETAPAN  BASIC
TAMBAHAN  PENGHASILAN PEGAWAI  APARATUR  SIPIL
NEGARA  DI  LINGKUNGAN  PEMERINTAH  KABUPATEN
BUNGO TAHUN 2026

KESATU : Basic  Tambahan  Penghasilan  Pegawai  Aparatur  Sipil
Negara di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Bungo,
adalah  perkalian  Besaran  Tunjangan  Kinerja  BPK  per
Kelas jabatan, Indeks Kemampuan Fiskal Daerah, Indeks
Kemahalan  Konstruksi  dan  Indeks  Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah dengan hasil:

KELAS TP. BPK INDEKS TPP
(ITPP)

BASIC TPP

15 29.286.000

0.523621

15.334.764,61
14 22.295.000 11.674.130,20
13 20.010.000 10.477.656,21
12 16.000.000 8.377.936
11 12.370.000 6.477.191,77
10 10.760.000 5.634.161,96
9 9.360.000 4.901.092,56
8 7.523.000 3.939.200,78
7 6.633.000 3.473.178,09
6 5.764.000 3.018.151,44
5 4.807.000 2.517.046,15
4 2.849.000 1.491.796,23
3 2.354.000 1.232.603,83
2 1.947.000 1.019.490,09
1 1.540.000 806.376,34

KEDUA : Hasil Perhitungan sebagaimana dimaksud diktum KESATU
adalah  menjadi  basic  TPP  Kabupaten  Bungo  per  kelas
Jabatan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari
2026.

     Ditetapkan di Bungo
pada tanggal, 18 Februari 2026

 
BUPATI BUNGO,

        ${ttd}

   DEDY PUTRA
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